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RINGKASAN 

Eko Agusrianto, 2021, Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara 

(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu 

Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu 

Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan            

Pegawai Negeri Sipil  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu),    

Universitas Merdeka Malang,   Promotor: Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag.       

Ko-Promotor: Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si. 

Kata Kunci  : Implementasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan, Aparatur Sipil 

Negara. 

Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 21 Tahun 

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 

2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil  di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Pemerintah 

Provinsi Bengkulu memiliki perhatian dan keseriusan terhadap persoalan  pada 

keberadaan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bengkulu. Untuk 

mengatasi berbagai persoalan yang terjadi pada aparatur pemerintah diperlukan 

penanganan yang komprehensip dan berkelanjutan , salah satunya adalah dengan 

pemberian tambahan penghasilan dengan berbagai bentuk dan formulasi. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi 

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan atas 

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi 

Peraturan Gubernur tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam 

penelitian ini meliputi beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, 

pelaksana atau pelaku kebijakan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung 

(observasi), wawancara mendalam, pendekatan interaktif, studi dokumentasi dan 

focus group discussion (FGD). Data dianalisis dengan menggunakan beberapa 

langkah sesuai teori Miles,  Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data 

dengan tiga langkah:  kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data 

display), dan menarik  simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and 

verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), 

pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan 

(abstracting), dan transformasi data (transforming). Pengujian data dalam 

penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melalui check, re-check, dan 

crosscheck terhadap data yang diperoleh dari teori, metodologi, dan persepsi 

peneliti 

Hasil Penelitian ini menunjukkan  bahwa Komunikasi dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pihak, di awal komunikasi dilakukan oleh Gubernur 

Bengkulu dengan seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk 



 

mensingkronkan pemahaman berkaitan dengan pentingnya Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sumber daya; 

Sumber daya pada implementasi Peraturan Gubernur tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai  (TPP) ini telah tersedia secara memadai, Sumber dana 

keuangan/ pendanaan, yang disediakan cukup besar. Sumber Daya Material/ 

Sarana Prasarana,  untuk melaksanakan kebijakan tersedia secara memadai, antara 

lain absen sidik jari (finger print), perangkat yang menginstal  program (software) 

aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta gadget atau ponsel yang 

memungkinkan dapat digunakan untuk aplikasi/ program Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP). Pada pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu ini 

para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu 

sifat, watak dan karakter pelaksana menunjukkan sifat jujur, disiplin dan 

bertanggung jawab. Namun ada persoalan pada semangat dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab terutama pada bagian laporan kinerja. Namun ada 

persoalan pada semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama 

pada bagian laporan kinerja. Ada perubahan yang terjadi secara menyeluruh pada 

kehidupan aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh organisasi 

perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam 

jumlahnya yang cukup besar, sekira 7000 orang. Perubahan yang terjadi 

merupakan perubahan yang tiba-tiba, tidak perlahan, begitu peraturan gubernur 

tersebut diberlakukan, maka langsung berubah perilaku dan tindakan para 

pegawai, namun perubahan yang tiba-tiba tersebut tidak menyebabkan kekacauan, 

melainkan perubahan yang tertib, bahkan kehidupan yang lebih tertib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Eko Agusrianto ,2021, provision of additional income for state civil servants (The 

study of Implementation Policy based on the Bengkulu governor regulations 

number 21 of 2018 about the change of Bengkulu governor regulations number 52 

of 2017 about provision of additional income for civil servant in Bengkulu 

Provincial Government) University of Merdeka Malang,  Promotor : Prof. Dr. 

Kasuwi Saiban, M.Ag. Co-Promotor : Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si. 

Keywords: Implementation of Policy, Provision of Additional Income, Civil 

Servat 

The policy based on Bengkulu governor regulations number 52 of 2017 about the 

change of the Bengkulu governor regulations number 52 of 2017 about Provision 

of additional income for civil servants in Bengkulu Provincial Government  shows 

that Bengkulu Provincial Government has attention and seriousness on issues of 

existence and well-being of civil servants in Bengkulu Province. In order to 

overcome the various problems that occur in government apparatus requiring a 

comprehensive and ongoing handling , one of them is the provision of additional 

income with various forms and formulations. 

The problem of this reasearch is how the implementation of Bengkulu governor 

regulations number 21 of 2018 about the change of Bengkulu governor 

regulations number 52 of 2017 about provision of additional income for civil 

servant in Bengkulu Provincial Government and what are the supporting  and 

inhibiting factors of the implementation of the gorvernor regulation.  

This research uses the descriptive qualitative method. Informant in the research 

includes several informants involved  in the policy making, implementer or  actor 

policy from various regional employee organizations. The technique of data 

collection uses direct observation, detailed interview, interactive approach, , 

documentation study and focus group discussion (FGD). The data are analyzed by 

using several steps according to Miles, Huberman and Saldana theory, in 

analyzing data, there are 3 steps that must be taken : data condensation, data 

display, drawing conclusion and verification. Data condensation refers to the 

process of selecting, focusing, simplifiying, abstracting and transforming data. 

The data verification in this research uses triangualation technique such as check, 

re-check and cross check to the data obtained from the theory, methodology,  and 

the researcher’s perception. 

The result of the research shows that communication is done by involving several 

parties, in the beginning of communication done by Bengkulu gorvernor with all 

regional employee organizations to synchronize the understanding dealing with 

the importance of providing additional employee income for civil servants. 

Resources ; resources on the implementation of governor regulations about 



 

additional employee income is provided adequately, source of financial 

funds/funding that is provided  large enough.  Material resource/infrastructure is 

used to implement the provided policy adequately such as finger print, 

appplication software for additional employee income and gadget or handphone 

that is possible to use application or program additional employee income. In the 

implementation of Bengkulu provincial government regulations for state civil 

servants in Bengkulu government environment, characteristics, attitudes and 

character of the executors showing honest, discipline and responsible. On the 

other hand, there is a problem with the spirit of doing the job especially in the 

performance report. There is a change that is going on as a whole on the life of the 

civil servant government apparatus in the whole Bengkulu Provincial 

Government,  in quite a large number , about 7000 employees. The changes are 

occuring suddenly, not slowly, but the governor's regulation is enforced , then 

immediately change the behavior and actions of employees, but the sudden 

change, doesn't cause chaos, it is orderly change, and even more orderly life. 
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